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Nawawi dan Lukman
Respons Sikap Gubernur

PALU - Pemerintah tidak
mau  menjadi-*’sandera”
pejabat’yang tidak mempunyai
niat baik melunasi utang-
utangnya kepada daerah. Setiap
tahun, utang-utang pejabat
selalu menjadi temuan BPK
karena mekanisme penyelesaian
melalui  majelis  TPTGR
(Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi) yang
disiapkan oleh pemerintah,
cenderung diabaikan oleh para
pejabat maupun eks pejabat.

Gubernur Sulteng Longki
Djanggola mengakui,
pemerintah seperti
““tersandera’, oleh lilitan utang

karena para pejabat yang
berutang tidak mempunyai niat
baik untuk menyelesaikan
kewajibannya. Padahal sesuai
ketentuan, para pejabat yang
berutang diberi kelonggaran
hingga dua tahun untuk
menyelesaikan. ’Kedepan tidak
ada toleransi lagi. Setelah dua
tahun tidak bisa menyelesaikan
kewajibannya, maka tidak ada
pilihan  lain, langsung
diserahkan ke Kejaksaan atau
kepolisian,” ancam Longki.
Dengan cara ini, katanya,
selain memberikan efek jera
pada pejabat yang tidak
mempunyai niat baik juga untuk
mengurangi beban pemerintah
daerah. Setidaknya kata Longki,
masalah urusan utang piutang
pejabat tidak menjadi problem

yang terus diwariskan pada
pemerintahan seterusnya.
“*Jangan ada lagi ‘dosa’ warisan.
Setiap pergantian gubernur
selalu mewarisi utang-utang
yang kita sendiri tidak tahu lagi
nama-nama pejabat yang
berutang, ” ujar Longki di depan
majelis sidang DPRD Sulteng.

Kalangan anggota dewan
merespons wacana progresif
yang ditawarkan gubernur.
Politisi Partai Demokrat,
Nawawi Sang Kilat,
mengatakan, Longki hendaknya
meng-copy paste mekanisme
penyelesaian utang pejabat
melalui majelis TPTGR yang
terbukti sukses di Parimo.
“"Parigi Moutong adalah daerah
yang sukses mengembalikan
uang daerah melalui TPTGR.

Bahkan  BPK katanya
memberikan respek terhadap
apa yang dilakukan Saudara
Gubernur saat menjabat bupati
Parimo. Ini perlu diterapkan di
provinsi,” saran Nawawi. la
sepakat dengan gubernur, agar
masalah ini tidak menjadi
semacam ‘’dosa’ warisan yang
menjadi beban oleh pemerintah
secara turun temurun,

Senada dengan Nawawi,
politisi Partai Gerindra, Lukman
Us Heba, mengaku sudah
saatnya pemerintah mengambil
terobosan berani terhadap para
pengutang uang dacrah yang
Jjumlahnya mcncapai puluhan
miliar rupiah. “’Ini niat yang
bagus dan perlu didukung. Siapa
pun yang terindikasi mempunyai
utang harus diproses hukum,

ketika proses internal (TPTGR,
red) tidak mendapat perhatian
dari para pengutang,” respons
Lukman. Sesuai temuan BPK
tahun anggaran 2010, total
temuan yang harus diselesaikan
melalui majelis TPTGR
mencapai Rp84 miliar lebih. Ini
merupakan akumulasi sejak 22
tahun terakhir. Itu berarti utang-
utang ini sudah ada sejak
kepemimpinan  almarhum
Gubernur  Abdul  Aziz
Lamadjido. Setiap tahun, dalam
laporan pemeriksaan hasil
pembangunan yang dilakukan
oleh BPK disampaikan di
depan sidang paripurna,
temuan ini terus dx\apnrkqn
namun tidak ada penyelesaian
baik itu oleh pemerintah

. maupun dewan. (yar)




                     






